
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 
NOMOR 7 TAHUN 2007 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 
2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTI BIAVA DOKUMEN PENGADAAN 

BARANG/JASA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KLATEN, . 

a. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah . maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Klaten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengganti Biaya 
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa sudah tidak sesuai oleh karena 
itu perlu diadakan Pencabutan ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas , 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 
Tahun 2002 tentang Retribusi Pengganti Biaya Dokumen 
Pengadaan Barang/Jasa; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

· 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Kegiatan Yang Bersih dari Korup.si, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 



8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Taqhun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004· Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13,· 14 dan 15 Tahun 
1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan 
dan Pengembangan Usaha kecil ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan 
Peran Masyarakat Jasa Konstruks i (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 3955); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 
Penyelenggaraan Jasa konstruksi 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 , 
Republik Indonesia Nomor 3956) ; 

29 Tahun 2000 tentang 
(Lembaran Negara Republik 
Tambahan Lembaran Negara 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang M.ilik Negara/Daerah; 

20 . Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan · Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 , 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212); 

21 : Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahari 
I omh,:)r,:)n I\IAn~ir~ RPnl 1hlik lnrlnnP.Si8 Nomor 4430) sebaaaimana 



re ah a ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 
2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 
80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah ; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN 
dan 

Menetapkan 

BUPATIKLATEN 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 2002 
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA DOKUMEN 
PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengganti 
Biaya Dokumen Pengadaan -Barang/Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 
2002 Nomor 3 seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten . 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 12 April 2007 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

INDARWANTO 

Ditetapkan di Klaten 
pada tanggal 12 April 2007 

BUPATI KLATEN, 

SUNARNA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2007 NOMOR 7 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN 

NOMOR 7 TAHUN 2007 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3 TAHUN 
2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA DOKUMEN PENGADAAN 

BARANG/JASA 

· I. . PENJELASAN UMUM 

Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
Pemerintah, telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun tujuan dari 
Keputusan Presiden ini adalah agar pengadaan barang/jasa Pemerintah yang 
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara ataupun Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip 
persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, 
sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan 
maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi 
Pengganti Biaya Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Klaten Tahun 2002 Nomor 3 seri C) diatur mengenai pungutan retribusi pengganti 
bjaya dokumen pengadaan barang/jasa dengan demikian pengaturan tersebut 
bertentangan dengan Keputusan Presiden tersebut oleh karena itu perlu dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut perlu 
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 
Klaten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengganti Biaya Dokumen . 
Pengadaan Barang/Jasa. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 : Cukup jelas. 

Pasal 2 : Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 4 




